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. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan untuk lebih mendorong pembangunan
nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis
seperti anode slime dan emas granula, perlu diberikan kemudahan dalam
bidang perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas
penyerahan anode slime dan emas granula.

Pemberian kemudahan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dilakukan
dalam rangka meningkatkan daya saing industri emas batangan dan
emas perhiasan dalam negeri karena anode slime dan emas granula
termasuk bahan baku utama pembuatan emas batangan dan emas
perhiasan. Tanpa kemudahan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut
atas emas granula, industri emas batangan dan emas perhiasan lebih
memilih untuk melakukan impor atas emas batangan karena atas impor
emas batangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara
penghasil emas granula lebih memilih untuk melakukan ekspor agar
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granula di dalam negeri akibat masih dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

Agar dalam penerapannya tidak terjadi penyimpangan, perlu
dilakukan pengawasan yang ketat. Dalam hal fasilitas yang diberikan
tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas
di bidang perpajakan ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan kahar” berupa kondisi
Wajib Pajak yang tidak memungkinkan pembayaran pajak
disebabkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana
sosial yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



